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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap
Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dengan riwayat pasung dalam rangka Gerakan Stop Pemasungan
tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan responden 32 orang kepala keluarga yang
dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mendapati: (1) dukungan keluarga pada PDM
yang lepas pasung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan dukungan pada PDM yang sedang dipasung. (2)
dukungan emosional dari keluarga pada PDM yang lepas pasung berada lebih tinggi dibandingkan dukungan
lainnya (dukungan instrumental, informasi dan penghargaan). (3) dukungan keluarga PDM pasung rata-rata
masih rendah tetapi secara umum sudah dalam kategori sedang. Masyarakat belum mendukung keluarga
atau PDM. Mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap PDM bila dilepas pasungnya. Rendahnya
dukungan masyarakat pada kasus-kasus yang terjadi disebabkan karena mereka belum memahami cara
pendekatan dan pemulihan atau rehabilitasi sosial pada PDM. Hanya propinsi NTB yang sudah memiliki
peraturan gubernur terkait pencegahan dan penanganan pasung. Kalimantan selatan dan Sumatera Barat
belum mempunyai regulasi. Selain itu sebagai implementasi dari dilaksanakannya MoU pencegahan dan
penanganan pasung, pada lokasi penelitian hanya dinas sosial dan dinas keschatan saja yang melakukan
koordinasi. Tiga instasi lain (Dukcapil, Kepolisian dan BPJS) belum melaksanakan dan bahkan tidak
mengetahui adanya MoU. Kerjasama tiga pihak (keluarga, masyarakat dan pemerintah) sangat penting
untuk mensukseskan program Gerakan Stop Pemasungan tahun 2019.

Kata Kunci: penyandang disabilitas mental, pasung, dukungan.

Abstract

This study has aimed to analyze the support of family, community and government against Mental Disabled
Persons (PDM) with history of pasung in the framework of the Stop Gerakan Pemasungan tahun 2019.
This study uses survey method with 32 respondents head of household selected with purposive sampling
technique. The results of the study found: (1) family support on PDM loose stocks was always higher
than support for PDM being depleted. (2) the emotional support of the family on the loose PDM is higher
than the other support (instrumental support, information and rewards). (3) the support of PDM family of
the average is still low but generally it is in the medium category. The community has not supported the
family or PDM. They do not want to be responsible for the PDM when it is released its stock. The lack of
community support in cases that occurred because they do not understand how to approach and recovery
or social rehabilitation in PDM. Only NTB province that already has governor regulations related to the
prevention and handling of the market. South Kalimantan and West Sumatra have no regulation yet. In
addition, as the implementation of the implementation of the MoU on prevention and handling of the post,
at the location of the study only the social service and the health office that coordinates. Three other
instances (Dukcapil, Police and BPJS) have not implemented and do not even know the existence of MoU.
Three-party cooperation (family, community and government) is crucial to the success of Stop Gerakan
Pemasungan 2019 program.

Keywords: persons with mental disabilities, pasung, support.
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PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu
permasalahan kesehatan yang signifikan di
dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia
dengan berbagai faktor biologis, psikologis
dan sosial dengan keanekaragaman penduduk,
maka jumlah kasus gangguan jiwa terus
bertambah yang berdampak pada penambahan
beban negara dan penurunan produktivitas
manusia untuk jangka panjang. Apalagi
mengingat jumlah penduduk Indonesia menurut
BPS (2015) ada sebanyak 257,6 juta orang,
dengan populasi penduduk produktif sebanyak
180,3 juta (70%). Sebelumnya data Riskesdas
tahun 2013 menyatakan prevalensi penduduk
Indonesia yang mengalami gangguan jiwa berat
sebesar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per
1000 penduduk.

Seringkali keluarga ataupun masyarakat
mengambil langkah pendek dengan memasung
orang yang mengalami gangguan jiwa berat.
Pemasungan adalah tindakan atau pengekangan
secara fisik yang dilakukan oleh keluarga atau
masyarakat terhadap orang dengan gangguan
jiwa (biasanya yang berat) dengan cara
dikurung, dirantai kakinya pada balok kayu,
menyekap dalam ruangan dalam jangka waktu
tak tentu dan lain-lain, sehingga kebebasannya
menjadi hilang. Pemasungan jelas merupakan
pelanggaran hak asasi manusia, perlakuan yang
merampas kebebasan dan kesempatan mereka
untuk mendapat perawatan dan mengabaikan
martabat mereka sebagai manusia.

Menurut  Friedman
adalah
penerimaan keluarga terhadap anggotanya.

(1998)  dukungan
keluarga sikap, tindakan  dan
Anggota keluarga dipandang sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam lingkungan
keluarga. Anggota keluarga memandang
bahwa orang yang bersifat mendukung selalu

siap memberikan pertolongan dan bantuan

jika diperlukan. Dukungan Keluarga Keluarga
memiliki beberapa bentuk dukungan (Friedman,
2010) yaitu:

a. Dukungan Emosional

Selama depresi berlangsung, individu
sering menderita secara emosional, sedih,
cemas dan kehilangan harga diri. Depresi
mengurangi perasaan seseorang akan hal
yang dimiliki dan dicintai. Dukungan
emosional memberikan individu perasaan
nyaman, merasa dicintai saat mengalami
depresi, bantuan dalam bentuk semangat,
empati, rasa percaya, perhatian sehingga

individu yang menerimanya merasa
berharga.
b. Dukungan Instrumental
Dukungan ini meliputi penyediaan

dukungan jasmaniah seperti pelayanan,
bantuan finansial dan material. Membantu

kebutuhan  sehari-hari, = menyediakan
transportasi, mengantar  berobat ke
Rumah Sakit, menjaga dan merawat
keseharian, membantu memecahkan

masalah. Keluarga merupakan sebuah
sumber pertolongan praktis dan konkrit
dalam hal kebutuhan makan dan minum,
istirahat, terhindarnya PDM dari kambuh
kembali. Menurut Jacobson (dalam
Orford, 1992), dukungan ini mengacu
pada penyediaan benda-benda dan layanan
untuk memecahkan masalah praktis. Wills
(dalam Orford, 1992) menyatakan bahwa
dukungan ini meliputi aktivitas-aktivitas
seperti penyediaan benda-benda, misalnya
memberikan uang, membantu PDM
dalam aktivitas sehari-hari, membantu
menyediakan obat bagi PDM.
c. Dukungan Informasi

Jenis dukungan ini meliputi jaringan
komunikasi dan tanggung jawab bersama,
termasuk di  dalamnya memberikan
solusi dari masalah, memberikan nasehat,

pengarahan, saran, atau umpan balik
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tentang apa yang dilakukan oleh seseorang.
Keluarga dapat menyediakan informasi
dengan menyarankan tentang dokter, terapi
yang baik bagi dirinya dan tindakan spesifik
bagi individu untuk melawan stresor. Pada
dukungan informasi ini keluarga sebagai
penghimpun informasi dan pemberi
informasi.

d. Dukungan Penghargaan

Dukungan ini meliputi pertolongan pada
individu untuk memahami kejadian depresi
dengan baik dan juga sumber depresi dan
strategi koping yang dapat digunakan
dalam menghadapi stressor. Dukungan ini
juga merupakan dukungan yang terjadi
bila ada ekspresi penilaian yang positif
terhadap individu. Individu mempunyai
seseorang yang dapat diajak bicara tentang
masalah mereka, terjadi melalui ekspresi
pengharapan  positif individu kepada
individu lain, penyemangat, persetujuan
terhadap ide-ide atau perasaan seseorang
dan  perbandingan positif seseorang
dengan orang lain, misalnya orang yang
kurang mampu. Dukungan keluarga dapat
membantu meningkatkan strategi koping
individu dengan strategi-strategi alternatif
berdasarkan pengalaman yang berfokus
pada aspek-aspek yang positif. Menurut
Cohent & Wils (dalam Orford, 1992),
dukungan ini dapat berupa pemberian
informasi kepada seseorang bahwa dia
dihargai dan diterima. Contohnya dengan
memberikan pujian, menunjukkan rasa
puas terhadap apa yang telah dilakukan oleh
PDM. Sebagai penyemangat PDM sehingga
merasa diterima didalam keluarganya.

Untuk meningkatkan dan mengembalikan
keberfungsian sosial PDM pasca perawatan
diperlukan sikap keluarga yang turut terlibat
langsung dalam penanganan, menjauhi tindakan
bermusuhan, kehangatan dan sedikit memberikan
kritik. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan

pemulihan PDM pasca perawatan di rumah sakit
adalah dengan dukungan keluarga. Dukungan
keluarga menurut Francis dan Satiadarma (2004)
merupakan bantuan/dukungan yang diterima
salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga
lainnya dalam rangka menjalankan fungsi-
fungsi yang terdapat di dalam sebuah keluarga.
Keberhasilan perawatan di rumah sakit yakni
pemberian obat akan menjadi sia sia apabila tidak
ditunjang oleh peran serta dukungan keluarga.
Penelitian yang dilakukan oleh Jenkins, dkk
(2006) menunjukkan bahwa family caregivers
adalah sumber yang sangat potensial untuk
menunjang pemulihan PDM. Nurdiana dkk
(2007) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
keluarga berperan penting dalam menentukan
cara atau asuhan keperawatan yang diperlukan
oleh PDM di rumah sehingga akan menurunkan
angka kekambuhan. Hasil penelitian tersebut
dipertegas oleh penelitan lain yang dilakukan
oleh Dinosetro (2008), menyatakan bahwa
keluarga memiliki fungsi strategis dalam
menurunkan angka kekambuhan, meningkatkan
kemandirian dan taraf hidupnya serta pasien
dapat beradaptasi kembali pada masyarakat dan
kehidupan sosialnya. Dukungan yang dimiliki
oleh seseorang dapat mencegah berkembangnya
masalah akibat tekanan yang dihadapi. Seseorang
dengan dukungan yang tinggi akan lebih
berhasil menghadapi dan mengatasi masalahnya
dibanding dengan yang tidak memiliki dukungan
(Taylor, 1995).

Keluarga dan masyarakat dapat berperan
dengan mempelajari keterampilan pertolongan
pertama kesehatan jiwa (Mental Health First
Aid Action Plan), yang terdiri dari 5 langkah: (1)
Pendekatan, deteksi, dan membantu pada krisis
apapun; (2) Mendengarkan tanpa menghakimi;
(3) Memberikan dukungan dan informasi
yang tepat; (4) Mendorong penderita untuk
mendapatkan bantuan profesional yang sesuai;
(5) Mendorong dengan dukungan lainnya.

64 SOSIO KONSEPSIA Vol. 7, No. 01, September - Desember, Tahun 2017



Menurut Undang Undang Penyandang
Disabilitas nomor 8 tahun 2016, Orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) diganti dengan istilah
Penyandang disabilitas mental (PDM). PDM
adalah orang yang mengalami gangguan fungsi
pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi: 1)
psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar,
depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
dan 2) disabilitas perkembangan yang
berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial
seperti autis dan hiperaktif (Kemensos, 2016).

Pasung merupakan persoalan kesehatan
yang kompleks, tidak hanya masalah kesehatan
fisik dan mental saja, tapi juga aspek sosial dari
PDM dan keluarganya juga perlu diberikan
perhatian, sehingga tidak mudah menentukan
langkah konkrit untuk menetapkan kebijakan
dan mencapai tujuan kebijakan tersebut.
Pemasungan merupakan salah satu bentuk
praktik perlakuan salah pada PDM. Tindak
pemasungan dapat dicegah karena sebagian
besar gangguan jiwa yang dialami, mudah
untuk dikenali dan dapat dikurangi risikonya
dengan tindakan yang tepat. Barrowclough dan
Tarrier (1990) dalam penelitiannya menemukan
bahwa penyandang disabilitas mental pasca
perawatan di rumah sakit jiwa yang tinggal
bersama keluarga yang kurang mendukung
menunjukkan tingkat pemulihan yang rendah.
Untuk meningkatkan dan mengembalikan
pemulthan PDM diperlukan sikap dan
dukungan keluarga yang turut terlibat langsung
dalam penanganan.

Pemerintah telah menyerukan pencanangan
kebijakan bebas pasung maupun Gerakan Stop
Pemasungan dalam berbagai forum nasional
maupun lokal. Perlu adanya kesadaran bahwa
tujuan kebijakan ini hanya akan dapat tercapai
jika pemerintah, baik pusat maupun daerah
dan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab
terhadap pencapaian kebijakan bebas pasung.
Berdasarkan uraian diatas inilah penelitian ini

dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi
dan menganalisis potensi dan tantangan

Gerakan Stop Pemasungan melalui:

1. dukungan keluarga pada PDM yang
mengalami pemasungan, repasung atau
yang lepas pasung.

2. dukungan masyarakat pada keluarga
dan PDM yang mengalami pemasungan,
repasung atau yang lepas pasung.

3. dukungan pemerintah (pusat dan daerah)
pada keluarga dan PDM yang mengalami
pemasungan, repasung atau yang lepas
pasung.

METODE

Penelitian ini  menggunakan metode
penelitian kualitatif yang didukung data
kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan data
angket, wawancara, FGD dan observasi. Lokasi
penelitian di kabupaten limapuluh kota (sumatera
barat), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan)
dan Kota Mataram (NTB). Responden sebanyak
32 orang kepala keluarga yang mempunyai
anggota keluarga yang dipasung ataupun lepas
pasung. Sedangkan untuk data kualitatif guna
mendapatkan informasi mengenai dukungan
masyarakat dan dukungan pemerintah, informan
dipilih dengan teknik snowball dengan harapan
mereka memahami betul duduk permasalahan
yang ada. Informan yang terpilih berasal dari
instansi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian,
BPJS, tokoh masyarakat, tokoh agama, TKSK,
pekerja sosial, aparat kelurahan dan kecamatan.
Teknik analisis data kuantitatif menggunakan

program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dukungan Keluarga

Hasil penelitian pada grafik dukungan

keluarga secara ~umum  dibawah ini

menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang

Dukungan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Strategi Mendukung 65
Program Stop Pemasungan 2019, Husmiati, Irmayani, Sugiyanto dan Habibullah



diberikan pada PDM yang mempunyai riwayat
pasung, baik yang sedang dipasung, telah
lepas pasung, maupun yang dipasung kembali
(repasung) menunjukkan dukungan emosional
yang diterima dari keluarga lebih tinggi. Diikuti
dukungan penghargaan, kemudian dukungan
instrumental dan dukungan informasional.
Sedangkan total dukungan keluarga yang
diterima PDM ada pada tahap sedang. Bila
dianalisis kembali kondisi ini bentuk dukungan
emosional keluarga pada PDM diberikan dalam
bentuk perhatian, kasih sayang, memberikan
semangat, mengingatkan PDM untuk rutin
minum obat, mengenalkan PDM pada orang lain
tanpa rasa malu membuat PDM merasa nyaman
dan aman dalam keluarga. Temuan penelitian
sejalan dengan pendapat Barrowclough dan
Tarrier (1990) dalam penelitiannya yang
menemukan bahwa penyandang disabilitas
mental pasca perawatan di rumah sakit jiwa
yang tinggal bersama keluarga yang kurang
mendukung menunjukkan tingkat pemulihan
yang rendah.

Adapun dukungan penghargaan keluarga
diberikan dalam bentuk memberikan pujian,
mau mendengarkan apa yang diungkapkan
atau diucapkan oleh PDM walaupun secara
keseluruhan kita tidak memahaminya, tetapi
sekedar meluangkan waktu mendengarkan
sudah memberikan tambahan energi tersendiri
pada PDM. Sedangkan dukungan instrumental
yang diberikan berupa penyediaan dukungan
jasmaniah sepeti pelayanan, bantuan finansial
danmaterial. Salah satunyadenganmenyediakan
transportasi saat akan melakukan pemeriksaan
rutin ke RSJ. Demikian pula dengan dukungan
informasi keluarga ada pada tahap sedang.
Dukungan informasi keluarga diberikan dalam
bentuk memberikan informasi tentang tempat
berobat, dokter, RS atau terapi dan lain-lain.
Dukungan informasi dapat membantu orang
yang mengalami depresi maupun gangguan
jiwa mendapat solusi permasalahannya.
Dalam dukungan ini, peran keluarga sebagai
penghimpun informasi dan pemberi informasi.

Grafik 1. Dukungan Keluarga terhadap PDM secara umum
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Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat
Friedman (1998) yang menyatakan bahwa
dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan
penerimaan keluarga terhadap anggotanya.
Anggota keluarga dipandang sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam lingkungan
keluarga. memandang

Anggota  keluarga

bahwa orang yang bersifat mendukung selalu
siap memberikan pertolongan dan bantuan
jika diperlukan. Dukungan keluarga meliputi
dukungan emosional, informasi, instrumental
dan dukungan penghargaan. Keberadaan PDM
dalam keluarga merupakan stressor yang

sangat berat yang harus ditanggung keluarga.
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Keluarga sebagai suatu matriks relasi, yang di
dalamnya seluruh anggotanya terhubung satu
sama lain, akan terkena dampak yang besar.
Keseimbangan keluarga sebagai suatu sistem
mendapatkan tantangan yang besar. Bilamana
suatu sistem mendapatkan tantangan atau
ancaman, sistem akan bereaksi dengan berusaha
mengamankan dan mengkonsolidasikan energi
untuk menghadapi ancaman tersebut, para
anggota keluarga akan mengurangi penggunaan
energi yang mereka miliki untuk aktivitas diluar
keluarga serta akan menginvestasikan energi
itu untuk menghadapi masalah dalam keluarga
yang sedang menjadi prioritas.

Dalam suatu sistem keluarga yang sehat
dan tangguh, usaha ini akan menjadi suatu
peningkatan  kohesivitas  antar  anggota
keluarga. Keluarga akan semakin meningkatkan
hubungan emosional satu sama lain, kompak
dan bersatu untuk bersama merawat anggota
keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
Sebaliknya, keluarga yang kurang sehat atau
tangguh biasanya akan merespons kehadiran
penderita psikotik dalam sistem atau keluarga
mereka dengan cara-cara yang lebih rigid atau
kaku, dan ada penolakan (defensif). Pemusatan
energi pada upaya defensif justru akan semakin
melemahkan sistem. Secara jangka panjang,
akan menguras energi yang dimiliki serta
pada gilirannya mengancam integrasi sistem
itu sendiri. Pada titik inilah biasanya keluarga
berusaha mencari bantuan dari luar (Husmiati,

20016).

Bagi yang sudah tinggi dukungan
keluarganyamemberikan perhatian lebih kepada
PDM seperti selalu mendampinginya saat
minum obat, mendampingi dan memberikan
semangat untuk  bekerja, menyediakan
lapangan pekerjaan, memberikan modal kerja
dan memberikan apresiasi terhadap hasil kerja
PDM. Padakasus yang tidak berhasil ataurendah

Dukungan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Strategi Mendukung

dukungan keluarganya, PDM setelah mengikuti
rehabilitasi sosial pada PSBL kembali ke
rumah, keluarga kurang memberikan perhatian
secara emosinal. Kasus lain yaitu kasus yang
belum lepas pasung, masalahnya PDM tidak
punya keluarga inti sehingga dia tidak ada yang
merawat dan mengasuhnya sehari-hari. Untuk
kasus-kasus tersebut terlihat bahwa dukungan
keluarga sangat menentukan kepulihan PDM.

Bilamana suatu sistem mendapatkan

tantangan atau ancaman, sistem akan
bereaksi dengan berusaha mengamankan dan
mengkonsolidasikan energi untuk menghadapi
ancaman tersebut, para anggota keluarga akan
mengurangi penggunaan energi yang mereka
miliki untuk aktivitas diluar keluarga serta akan
menginvestasikan energi itu untuk menghadapi
masalah dalam keluarga yang sedang menjadi
prioritas. Dalam suatu sistem keluarga yang
sehat dan tangguh, usaha ini akan menjadi
suatu peningkatan kohesivitas antar anggota
keluarga. Keluarga akan semakin meningkatkan
hubungan emosional satu sama lain, kompak
dan bersatu untuk bersama merawat anggota
keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
Sebaliknya, keluarga yang kurang sehat atau
tangguh biasanya akan merespons kehadiran
penderita psikotik dalam sistem atau keluarga
mereka dengan cara-cara yang lebih rigid atau
kaku, dan ada penolakan (defensif). Pemusatan
energi pada upaya defensif justru akan semakin
melemahkan sistem. Secara jangka panjang,
akan menguras energi yang dimiliki serta
pada gilirannya mengancam integrasi sistem
itu sendiri. Pada titik inilah biasanya keluarga

berusaha mencari bantuan dari luar.

Selain dukungan keluarga secara umum,
dalam penelitian ini juga mencoba menganalisis
dukungan keluarga PDM yang dipasung
maupun PDM yang telah lepas pasung. Seperti
yang tercantum dalam grafik 2 dibawah ini:
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Grafik 2. Dukungan Keluarga PDM Pasung dan Lepas Pasung
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Pada grafik 2 diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa Indeks dukungan keluarga
pada PDM vyang dipasung di semua jenis
dukungan termasuk kategori rendah. Selain
itu Indeks dukungan keluarga pada PDM
yang dipasung di semua jenis dukungan selalu
lebih rendah dibandingkan dengan dukungan
rata-rata pada PDM secara umum. Indeks
dukungan keluarga pada PDM yang tidak
dipasung dikategorikan sedang pada dukungan
instrumental, informasional dan penghargaan;
kategori tinggi pada dukungan emosional.
Indeks dukungan keluarga pada PDM yang
tidak dipasung di semua jenis dukungan selalu
lebih tinggi dibandingkan dengan dukungan
rata-rata pada PDM secara umum. Secara
umum dari hasil penelitian ini memberikan
kesan bahwa dukungan keluarga merupakan
faktor penting untuk mencegah pemasungan
maupun pemasungan kembali,

Dukungan Masyarakat

Dari hasil penelitian dilapangan ditemukan
bahwa dukungan masyarakat dipengaruhi
tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang
orang dengan gangguan jiwa. Sebagian
besar masyarakat masih menyetujui adanya
pemasungan dengan alasan untuk keamanan

PDM, keluarga, maupun orang lain. Rendahnya
dukungan masyarakat ini disebabkan karena
mereka belum memahami cara pendekatan,
pencegahan dan penanganan terhadap orang
dengan gangguan jiwa

tokoh
masyarakat pemasungan adalah tindakan pada
PDM yang sering mengamuk, dengan mengikat
kaki dan/atau tangannya dengan menggunakan

Menurut masyarakat maupun

kayu dan/atau rantai untuk mengurangi risiko
terhapap lingkungannya, sehingga hak-haknya
terampas. Alasan keluarga memasung anggota
keluarganya yang mengalami gangguan jiwa
karena PDM telah mengganggu keamanan
keluarga dan masyarakat.

Sebagian masyarakat setuju PDM dipasung,
dengan alasan jika dipasung keluarga dan
masyarakat akan aman atau tidak mengganggu
ketertiban umum. Bagi yang tidak setuju
mengatakan bahwa pemasungan adalah
melanggar hak-hak PDM, untuk itu perlu
dicarikan jalan keluarnya, seperti dimasukkan
ke rumah sakit jiwa atau panti. Peran masyarakat
dalam rangka pencegahan dan penanganan
pemasungan yang dilakukan selama ini baru
sebatas menyuruh keluarga membawa PDM
untuk berobat secara rutin ke rumah sakit
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dengan melakukan pendekatan kepada keluarga
dan kerja sama dengan instansi terkait seperti
Puskesmas.

Dukungan masyarakat dapat dilihat dari

perhatian, fasilitas yang diberikan warga
masyarakat dalam mencegah dan memulihkan
PDM. Minimal masyarakat tidak memberikan
stigma terhadap PDM. Hal ini sejalan dengan
rumusan dari Mental Health First Aid Action
Plan yang menyatakan wujud dukungan
berupa: (1)
Pendekatan, deteksi, dan membantu pada krisis
apapun; (2) Mendengarkan tanpa menghakimi;

masyarakat menurut dapat

(3) Memberikan dukungan dan informasi
yang tepat; (4) Mendorong penderita untuk
mendapatkan bantuan profesional yang sesuai;
(5) Mendorong dengan dukungan lainnya.
(https://www.mentalhealthfirstaid.org/)

Hasil wawancara dan FGD, dan observasi di
lapangan menggambarkan bahwa masyarakat
masih belum mendukung keluarga atau
PDM. Hal ini dapat dilihat mereka tidak mau
bertanggung jawab terhadap PDM bila dilepas
pasungnya. Bahkan beberapa tokoh masyarakat
mengatakan mereka lebih senang PDM bila
dilepas dibawa saja oleh pemerintah, karena
kalau mengamuk masyarakat tidak bertanggung
jawab. Rendahnya dukungan masyarakat pada
kasus-kasus yang terjadi disebabkan karena
mereka belum memahami cara pendekatan dan
pemulihan atau rehabilitasi sosial yang harus
dilakukan masyarakat pada PDM.

Dukungan pada PDM tidak cukup hanya
dalam bentuk pemberian obat, dukungan
sosial dari masyarakat tidak kalah pentingnya.
Apabila masyarakat masih terus memberikan
stigma, masih mengucilkan, sebanyak apapun
obat yang diminum oleh PDM tidak akan
memulihkan PDM kepada kehidupan normal

kembali.

Dukungan Pemerintah

Sebenarnya  mudah  untuk  melihat
sejauhmana dukungan pemerintah dengan
melihat adanya kebijakan atau regulasi yang
melindungi masyarakat dalam hal ini Orang
Dengan Gangguan Jiwa (PDM), kegiatan yang
dilakukan, dana yang mendukung pelaksanaan
kegiatan, sumber daya manusia (SDM) serta
sarana dan prasarana. Dari hasil penelitian
pada tiga propinsi, hanya propinsi NTB yang
sudah memiliki peraturan gubernur terkait
pencegahan dan penanganan pasung. Propinsi
Kalimantan selatan dan Sumatera Barat belum
ada. Selain itu sebagai implementasi dari
dilaksanakannya MoU yang disepakati oleh
kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Dalam Negeri Kepolisian, dan BPJS. Mou
intinya berisi kesepakatan untuk pencegahan
dan penanganan pasung. Selain itu disepakati
untuk menjadikan Indonesia Negara yang
bebas pasung pada tahun 2019. Keseluruhan
lokasi penelitian hanya dinas sosial dan dinas
kesehatan saja yang melakukan koordinasi.
Tiga instasi lain (Dukcapil, Kepolisian dan
BPJS) belum melaksanakan dan bahkan tidak
mengetahui adanya MoU ini.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan
keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila
tidak ada dukungan dari berbagai elemen.
Pemerintah telah menyerukan pencanangan
kebijakan Indonesia Bebas Pasung 2019. perlu
adanya kesadaran bahwa tujuan kebijakan ini
hanya dapat tercapai jika pemerintah baik pusat,
maupun daerah, dan masyarakat memiliki rasa
tanggungjawab terhadap pencapaian kebijakan
bebas pasung, dan oleh karenanya perlu peran
akitf dalam rangka meningkatkan kesehatan
jiwa bersama. Pemerintah berperan penting
dalam hal membangun mekanisme untuk
penemuan kasus pasung, peningkatan akses
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dan kualitas pelayanan serta edukasi baik
pada masyarakat maupun penyedia layanan.
Sementara masyarakat maupun keluarga
berperan penting dalam penemuan kasus
pasung, mengenali adanya indikasi gangguan
jiwa, dan menjadi komunitas yang mendukung

proses pemulihan korban pasung.

Hal ini senada dengan hasil riset yang
dilakukan oleh McAthur Foundation (2015)
yang menyimpulkan bahwa peranan pemerintah
dalam masalah kesehatan mental sangat vital
dan secara historis sudah sejak lama terutama
dalam pendanaan dan pengoperasian rumah
sakitjiwa yaitu model perawatan jangka panjang
pada penyandang disabilitas mental. Namun
peranan pemerintah tersebut mulai bergeser
dari pelayanan dan perawatan pasien dalam
institusi kesehatan mental kepada pelayanan dan
rawatan pasien diluar institusi, dan lebih banyak
berbasis masyarakat (community based setting).
Patricia A Newton (1982) menyatakan peranan
pemerintah sangat penting dalam kesehatan
mental. Peranan tersebut sekurang kurangnya
dalam tiga bidang: kesatu, memberikan prioritas
yang tinggi dalam penggunaan anggaran untuk
mempromosikan penelitian berkaitan dangan
kesehatan mental, kedua dengan melakukan
monitoring dan evaluasi mengenai program-
program kesehatan mental yang ada, ketiga
mendorong dan memberikan  dukungan
sepenuhnya mengenai pendidikan dan pelatihan
dalam bidang kesehatan mental (allied mental
health) dan

praprofesional.

kepada
Terakhir
harus melakukan kampanye masiv untuk

kelompok-kelompok
yaitu pemerintah

mengedukasi masyarakat mengenai penyakit
mental, diagnosis, rawatan dan pencegahan.

KESIMPULAN

Dukungan keluarga Penyandang Disabilitas
Mental pasung rata-rata masih rendah tetapi
secara umum sudah dalam kategori sedang.

Untuk meningkatkan dan mengembalikan
pemulihan PDM diperlukan sikap dan dukungan
keluarga yang turut terlibat langsung dalam
penanganan, menjauhi tindakan bermusuhan,
memberikan  dukungan, kehangatan dan
sedikit memberikan kritik. Keluarga memiliki
fungsi strategis dalam menurunkan angka
kekambuhan, meningkatkan kemandirian,
taraf hidup kemampuan adaptasi kembali ke
masyarakat dan kehidupan sosialnya. Dukungan
keluarga merupakan faktor penting untuk
mencegah pemasungan maupun pemasungan

kembali.

Memberikan dukungan tentang PDM dalam
upaya penanganan dan pencegahannya masih
belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum
dapat mendukung Gerakan Stop Pemasungan.
Selain itu dari hasil penelitian dilapangan
ditemukan bahwa

dukungan masyarakat

dipengaruhi  tingkat  pengetahuan  dan
pemahaman tentang orang dengan gangguan
jiwa. Sebagian besar masyarakat masih
menyetujui adanya pemasungan dengan alasan
untuk keamanan PDM, keluarga, maupun orang
lain. Rendahnya dukungan masyarakat ini
disebabkan karena mereka belum memahami
cara pendekatan, pencegahan dan penanganan

terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Upaya dan  pencegahan
pemasungan pada PDM yang dilakukan oleh

pemerintah belum didukung oleh Sumber

penanganan

Daya Manusia (SDM) yang memadai. Masing-
masing provinsi memiliki karakteristik SDM
yang beraneka ragam dengan jumlah yang
Karakteristik
SDM tentu saja akan berdampak pada peran
yang harus dilakukan. Selain itu peran lima

dirasakan belum memadai.

lembaga yang ikut serta membuat kesepakatan
dan nota kesepahaman dalam pencegahan
dan penanganan pemasungan masih minimal,
kegiatan masih terpusat di sektor sosial dan
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kesehatan. Butir lainnya yaitu belum adanya
regulasi atau kebijakan yang mantap, sehingga
mengakibatkan program pencegahan dan
penanggulangan pasung belum memiliki alokasi
anggaran. Kemudian fasilitas layanan yang
tersedia terfokus di puskesmas, RSU, RSJ untuk
sektor kesehatan dan panti sosial atau layanan
yang bersifat institusi untuk sektor sosial
ketersediannnya tidak proporsional dengan
jumlah PDM yang ada. Sarana dan prasarana
terkait aktivitas layanan di komunitas (berbasis

masyarakat) juga belum banyak teridentifikasi.

SARAN

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan
suatu roadmap gerakan stop pemasungan yang
lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga
diharapkan upaya pencegahan dan penanganan
korban pemasungan dapat berjalan lancar dan
PDM korban pemasungan semakin berkurang.
Roadmap gerakan stop pemasungan seperti
dalam gambar dibawah ini:

Roadmap Gerakan Stop Pemasungan

2017

OZOlB

a. ToT untuk key worker

b. Pelatihan untuk petugas
lapangan

c. Pengembangan kapasitas

Ozmg

a. program evaluasi
tahun pertama

b. revisi utk program
berkelanjutan

[a]

. Identifikasi peran
sektor lain dalam
menangani kasus
pasung terutama

O untuk keluarga dan caregiver yang berkaitan
a. penandatanganan d. Pengembangan kapasitas dengan produktivitas,
Mol untuk pemimpin (dalam hal integrasi masyarakat,.
b. sosialisasi pengetahuan ttg pemasungan

. dan kesehatan mental)
c. pertemuan kerjasama

e. Sistem pelatihan dengan

d. penyusunan pedoman pengawasan berjenjang.

dan arah tujuan

kerjasama f. Melaksanakan sistem

e. pengembangan sistem pelaporan kasus

data dan informasi g. Menyediakan layanan

kesehatan mental (sektor
sosial dan kesehatan)

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
bekerjasama dengan Dinas Sosial dan
instansi lainnya seperti BPJS, Dinas

Untuk melaksanakan roadmap diatas perlu c.
dukungan dari:

I. Keluarga Dukcapil, Kepolisian, Dinas Pendidikan,
Pengembangan  pengetahuan  dan diL.
kapasitas keluarga dalam merawat dan 2. Masyarakat
mengasuh PDM o )
) a. Sosialisasidanadvokasipadamasyarakat
a. ?dukam tentang orang dengan gangguan tentang PDM, upaya pencegahan dan
jiwa

b. Edukasitentang caramerawat, mengasuh
dan mengakses layanan untuk PDM

penanganannya. (Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan)

b. Membentuk  Kelompok  swabantu
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(Self help group), dimana tiap anggota
kelompok saling berbagi masalah atau
issue tertentu dengan tujuan untuk

mengembangkan  empati  diantara
anggota dan membantu keluarga
mengatasi  permasalahannya  yang

diselesaikan bersama dalam kelompok
(Dinas Sosial)

c. Membentuk  UILS  plus (Unit
Informasi Layanan Sosial Plus) yaitu
pengembangan UILS yang dilengkapi
dengan  shelter = workshop/bengkel
kerja/instalasi  produksi.  Sehingga
PDM diarahkan menjadi tenaga kerja
yang siap berproduksi. (Dinas Sosial
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,
Dinas Ketenagakerjaan)

d. Peningkatan kapasitas pekerja
sosial, TKSK dan pendamping PDM
(Pusdiklat dan Balai Besar Pendidikan
dan Kesejahteraan Sosial Kementerian
Sosial)

e. Pemerintah propinsi dan Kabupaten/
Kota perlu menindaklanjuti MoU GSP
melalui pengembangan dan sinkronisasi
kebijakan dan implementasinya di
daerah.

3. Pemerintah

Dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,
Kementerian  Kesehatan, Kementerian
Dalam Negeri, Kepolisian, BPJS (Lima KL
yang Menandatangani MoU), ditambah KL
lain yang terkait.

a. Memberikan prioritas yang tinggi dalam
penggunaan anggaran berkaitan dengan
GSP

b. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap program-program terkait GSP

c. Mendorong dan memberikan dukungan

sepenuhnya terhadap penelitian,
pendidikan dan pelatihan terkait dengan
PDM.

d. Melakukan kampanye masiv untuk

mengedukasi masyarakat mengenai
PDM
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